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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Sawangan. Metode regresi berganda digunakan sebagai metodologi penelitian pada penelitian ini. Analisa hasil penelitian menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 20. Hasil uji r2 didapatkan nilai R-squared sebesar 0,708 dari hubungan variabel bebas dengan variabel terikat yang memiliki nilai 48% variabel terikat penggunaan jasa konsultan pajak (Y) dapat dijelaskan pengaruhnya oleh variabel bebas pengetahuan perpajakan (X1), motivasi wajib pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), dan kualitas pelayanan perpajakan (X4), sisanya sebesar 52% ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji F variabel bebas pengetahuan perpajakan (X1), motivasi wajib pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), dan kualitas pelayanan perpajakan (X4) sebesar 23,823 dengan nilai Ftabel sebesar 2,47 dan nilai probabilitas sig. sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi standar error sebesar 5% atau 0,05. Hasil uji t setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,985 dan taraf signifikansi standar error sebesar 5% atau 0,05 maka didapatkan hasil uji t variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,764 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0,447, hasil uji t variabel motivasi wajib pajak (X2) sebesar 3,763 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0,000, hasil uji t variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar -0,840 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0,403, dan hasil uji t variabel kualitas pelayanan perpajakan (X4) sebesar 3,177 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0,002.
Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan; Motivasi Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; Kualitas Pelayanan Perpajakan
ABSTRACT
This study aims to analyze the influence of taxation knowledge, taxpayer motivation, taxation sanctions, and the quality of taxation services on the interest of using tax consultant services for individual taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Depok Sawangan. The multiple regression method was used as the research methodology in this study. Analysis of the study results using SPSS 20 software. The r2 test results obtained an R-squared value of 0.708 from the relationship between the independent variable and the dependent variable which has a value of 48% of the dependent variable the interest of using tax consultant services (Y) which can be explained by the independent variable taxation knowledge (X1), taxpayer motivation (X2), taxation sanctions (X3), and the quality of taxation services (X4), the remaining 52% is determined by other variables that are not used in this study. The F test results of the overall independent variables of taxation knowledge (X1), taxpayer motivation (X2), taxation sanctions (X3), and the quality of taxation service (X4) are 23.823 with an F table value of 2.47 and a probability value of sig. of 0.000 with a standard error significance level of 5% or 0.05. The t test for each independent variable on the dependent variable compared with the t table value of 1.985 and the standard error significance level of 5% or 0.05, so the t test results for the taxation knowledge variable (X1) is 0.764 with a probability value of sig. of 0.447, the t test result of the taxpayer motivation variable (X2) is 3.763 with a probability value of sig. of 0.000, the t test result of the taxation sanctions variable (X3) is -0.840 with a probability value of sig. of 0.403, the t test result of the quality of taxation service variable (X4) is 3.177 with a probability value of sig. of 0.002.
Keyword: Taxation Knowledge; Taxpayer Motivation; Taxation Sanctions; The Quality of Taxation Services; The Interest of Using Tax Consultant Services
1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Jasa konsultan pajak mengacu pada profesi dengan peran membangun wajib pajak untuk mematuhi semua kondisi yang berkaitan dengan perpajakan agar mampu menunaikan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ada. Kepatuhan wajib pajak pada umumnya bersangkut paut melalui pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan menaikkan tingkat pemahaman wajib pajak sehingga diperoleh meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada saat pemenuhan kewajiban perpajakannya (Nuraeni, 2021). Atas pernyataan tersebut, penggunaan jasa konsultan pajak akan berkurang karena tingginya kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, namun apabila kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan diketahui rendah maka penggunaan jasa konsultan pajak akan meningkat. Mengenai pernyataan yang telah dijelaskan, penggunaan jasa konsultan pajak merupakan hal penting yang seharusnya dilakukan wajib pajak dalam menjalankan segala aktivitas perpajakannya, dengan sedikitnya wajib pajak yang mempelajari peraturan dan ketentuan perpajakan, sebagian besar wajib pajak akan memanfaatkan jasa dari profesi konsultan pajak. Dengan meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak saat menghadapi permasalahan perpajakan saat ini menyebabkan bertambah banyaknya wajib pajak yang akan memanfaatkan jasa dari profesi konsultan pajak.
Fenomena yang terjadi menyangkut penggunaan jasa konsultan pajak yaitu kasus besar yang dilakukan oleh seorang konsultan pajak. Konsultan pajak tersebut adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai usaha perusahaan konsultan terkait pembukuan dan perpajakan. Perusahaannya diduga menerima gratifikasi dari wajib pajak yang memiliki kendala pajak menyangkut laporan pembukuan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan disebut rutin memberikan saran kepada wajib pajak untuk menggunakan perusahaan konsultan miliknya. Penerimaan gratifikasi terjadi saat beliau menduduki posisi selaku Kepala Bagian Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur di tahun 2011 (liputan6.com). Atas fenomena yang ditemukan, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 dalam Pasal 4 Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang setelah ada fenomena tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03.2014 Tentang Konsultan Pajak, dimana tenaga kerja pajak yang akan memutuskan untuk menjadi konsultan pajak atau pensiun dini sudah dijelaskan dalam peraturan tersebut. Berdasarkan fenomena penyalahgunaan jasa konsultan pajak yang dilakukan, perlu mendapat perhatian khusus. Adanya penyalahgunaan jasa konsultan pajak tersebut dapat menyebabkan perubahan pandangan wajib pajak akan penggunaan jasa konsultan pajak dikarenakan rusaknya citra konsultan pajak akan fenomena yang terjadi. 
Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu aspek yang diasumsikan bahwa wajib pajak akan membutuhkan jasa konsultan pajak dalam tiap permasalahan yang sedang dihadapi. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh oleh wajib pajak dengan mempelajari ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peraturan perundang-undang perpajakan serta dari dunia pendidikan seperti SMA, SMK dan universitas. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak dikarenakan semakin banyak pengetahuan perpajakan yang akan dibuat melalui undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang kewenangan penetapannya hanya pada presiden dan DPR maka semakin banyak wajib pajak yang akan memanfaatkan jasa dari profesi konsultan pajak. Tetapi di sisi lain, pengetahuan perpajakan tersebut membuat konsultan pajak harus mempelajari undang-undang dan peraturan pemerintah yang ditetapkan, mencari tiap informasi setiap hari mengenai apa saja yang ditetapkan oleh presiden dan DPR seputar perpajakan serta mempelajari tiap kasus wajib pajak atas pengetahuan perpajakan yang ditetapkan. Dalam studi yang digarap oleh Novalia et al., (2021) sejalan dengan Hartanti dan Nuryatno (2019), menyatakan yakni pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pengguunaan jasa konsultan pajak. Berlainan atas studi yang digarap oleh Angelita dan Darmawati (2022), menyatakan yakni pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
Motivasi mengacu pada keinginan individu atau kelompok yang bersifat positif maupun negatif guna menggapai suatu alasan tertentu dengan tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Menurut Sumarsan (2017), menyatakan bahwa wajib pajak termasuk dalam orang pribadi atau badan yang mencakup hal pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak dimana memegang hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga motivasi wajib pajak dinyatakan sebagai dorongan dalam diri seseorang untuk menjalankan kewajiban perpajakan atas dasar terbentuknya peraturan perundang-undangan perpajakan hingga saat ini. Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak melahirkan latar belakang motivasi wajib pajak tumbuh dalam hal ini berkenaan dengan pemungutan pajak, pelaporan pajak, pemeriksaan pajak serta pembayaran pajak. 

[bookmark: _Toc165482276]Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Depok Sawangan
	Tahun
	Jenis WP
	Jumlah WP
	Jumlah Wajib SPT
	Jumlah SPT
	Jumlah Penerimaan Pajak

	2022
	WP Badan
	19.156
	5.107
	1.978
	Rp 866.743.263.259

	
	WP OP Karyawan
	271.519
	81.221
	59.500
	Rp 131.791.306.255

	
	WP OP Non Karyawan
	63.875
	11.077
	8.768
	Rp 119.528.059.391

	
	Total
	354.550
	97.405
	70.246
	Rp 1.118.062.628.905


Sumber: KPP Pratama Depok Sawangan (2022)

Dari tabel diatas, besaran penerimaan pajak KPP Pratama Depok Sawangan bertotal Rp 1.118.062.628.905, capaian penerimaan pajak tersebut melebihi dari target yang ditetapkan KPP Pratama Depok Sawangan yakni Rp 850.000.000.000 (berita.depok.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan cukup tinggi. Agar jumlah penerimaan pajak di tahun berikutnya sesuai dengan harapan yang ditetapkan maka KPP Pratama Depok Sawangan harus dapat meningkatkan motivasi wajib pajak secara berkala dimulai dari himbauan, sosialisasi, serta memberikan fasilitas yang ramah dan dapat dimengerti masyarakat baik dari KPP Pratama Depok Sawangan maupun Direktorat Jenderal Pajak.
Aspek kedua wajib pajak akan memanfaatkan jasa dari profesi konsultan jasa adalah dari motivasi wajib pajak. Terdapat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak dikarenakan konsultan pajak dapat mengurangi resiko kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta memberikan penyelesaian terhadap kendala perpajakan yang dialami wajib pajak. Oleh karena itu, konsultan pajak mampu mengurangi resiko kesalahan yang ada di setiap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang kemudian wajib pajak mulai termotivasi ingin menggunakan jasa konsultan pajak. Studi yang digarap oleh Abdullah dan Yudawirawan (2022), menyimpulkan yakni motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Berlainan atas studi yang digarap oleh Pahala et al., (2021) yang sejalan dengan Hartanti dan Nuryatno (2019), membuktikan yakni motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
Sanksi perpajakan merupakan aspek ketiga yang menjadi alasan mengapa wajib pajak membutuhkan jasa konsultan pajak. Sanksi atas perpajakan diberlakukan dan mampu diancamkan kepada wajib pajak, pejabat pajak, dan pihak ketiga yang berbuat pelanggaran atau kejahatan. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua kategori yang dikenal sebagai sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diartikan sebagai pengenaan hukuman perpajakan dan pembayaran atas kerugian yang dibuat dengan denda, bunga, dan kenaikan pembayaran. Selain itu, sanksi pidana merupakan pengenaan hukuman perpajakan dengan menjatuhkan hukuman pidana. Sanksi pidana ini adalah langkah final yang dijalankan pemerintah dengan tujuan wajib pajak dapat patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak karena dimana ada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sudah pasti tertera sanksi sehingga wajib pajak memiliki kesadaran akan pengerjaan kewajibannya. Pencegahan pengenaan sanksi perpajakan pertama yang dilakukan wajib pajak adalah ketika akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya akan lebih baik lagi jika cara pencegahan pengenaan sanksi perpajakan tersebut beserta penggunaan jasa konsultan pajak. Melalui penggunaan jasa konsultan pajak bukan hanya sekedar mencegah pengenaan sanksi perpajakan, akan tetapi wajib pajak dapat berkonsultasi kegiatan perpajakan seperti apa yang dapat dilakukan dengan tepat di berbagai situasi atau keadaan. Dalam studi yang digarap oleh Angelita dan Darmawati (2022), menyimpulkan yakni sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Berlainan atas studi yang digarap oleh Abdullah dan Yudawirawan (2022) yang sejalan dengan Novalia, dkk. (2022), yang menyimpulkan yakni sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
Kualitas pelayanan perpajakan adalah aspek terakhir yang menjadi alasan wajib pajak membutuhkan jasa konsultan pajak. Kualitas pelayanan merupakan hasil dari membantu, mengelola, dan menyiapkan segala kebutuhan seseorang yang dimaksudkan kepada wajib pajak (Irawati & Farida, 2023). Kualitas tersebut ditentukan dari nilai pandang atas pelayanan yang diberikan dengan tolak ukur ekspektasi wajib pajak. Atas hal terebut, kualitas pelayanan yang dimaksud merupakan kualitas pelayanan ketika membantu, mengelola, dan menyiapkan segala kebutuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak dikarenakan pelayanan perpajakan yang diberikan kepada masyarakat umum sebagai wajib pajak lantaran petugas pajak, aparatur pajak, ataupun pihak lain yang berbeda-beda sehingga beberapa wajib pajak menginginkan kebutuhan akan menggunakan jasa konsultan pajak. Sebagai contoh kebutuhan keuangan wajib pajak yang ingin diatur lebih efisien seperti dengan cara tax planning atau kebutuhan dalam menerima pelayanan sesuai yang diinginkan merupakan alasan mengharuskan wajib pajak memanfaatkan jasa dari profesi konsultan pajak tanpa memikirkan biaya ketika menggunakan jasa konsultan pajak. Studi yang digarap oleh Angelita dan Darmawati (2022) sejalan dengan Hartanti dan Nuryatno (2019) membuktikan yakni kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Berbeda atas studi yang digarap oleh Pahala et al., (2022) yang membuktikan yakni kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. 
Studi ini dilakukan dikarenakan banyaknya jumlah konsultan pajak di Indonesia yang tidak diiringi dengan banyaknya wajib pajak dalam memanfaatkan jasa dari profesi konsultan pajak. Kini studi yang dilakukan oleh peneliti akan mengkaji lebih lanjut tentang segala sesuatu yang mampu mempengaruhi wajib pajak ketika hendak menggunakan jasa konsultan pajak dimana fokus penelitian mengarah pada wajib pajak KPP Pratama Depok Sawangan, berdasarkan keseluruhan yang telah dijelaskan peneliti ingin menetapkan judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan)”.

2. LANDASAN TEORI
Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)
Theory of planned behavior merupakan teori yang menjelaskan niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi perilaku individu saat kesulitan menentukan suatu tindakan (Ajzen, 1991).
[bookmark: _GoBack]Teori Kepatuhan (Compliance Theory)
Teori kepatuhan (compliance theory) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963) yang menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat atau patuh terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan.

3. METODE PENELITIAN
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode asosiatif menurut Sugiyono (2020) merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam Penelitian ini metode asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen yang terdiri atas pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak sebagai variabel dependen. 

Populasi dan Penentuan Sampel
Menurut Sugiyono (2020), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan terdapat di KPP Pratama Depok Sawangan. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Penelitian ini menggunakan metode simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc168090457]Gambaran Umum Objek Penelitian
Entitas atau pokok pembicaraan pada penelitian ini yaitu KPP Pratama Depok Sawangan. KPP Pratama Depok Sawangan merupakan instansi vertikal hasil pemecahan wilayah kerja dari KPP Pratama Depok sebagai tatanan pada reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak. Yang berada dibawah dan berkewajiban langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III berperan sebagai KPP lama adalah KPP Pratama Depok Cimanggis dan berperan sebagai KPP baru adalah KPP Pratama Depok Sawangan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak saat itu diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2015 dan secara resmi KPP Pratama Depok Sawangan memulai pelayanan perpajakan semenjak tanggal 5 Oktober 2015. Sama seperti dengan KPP Pratama lainnya, KPP Pratama Depok Sawangan memiliki peran melangsungkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya pada wilayah wewenangnya berlandaskan peraturan perundang-undangan yang hingga sekarang terus diberlakukan. Peran lainnya adalah menjalankan kegiatan ekstensifikasi di bidang perpajakan.
Pada penelitian yang dilakukan, data yang digunakan penelti ialah data primer yang didapatkan oleh peneliti pada KPP Pratama Depok Sawangan secara langsung dari responden dengan kiat membagikan kuesioner dan kuesioner tersebut diisi oleh responden. Fokus studi ini yaitu melihat, mendapatkan, dan memahami pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
[bookmark: _Toc168090458]Sampel Penelitian
Pengerjaan olah data pada studi ini memanfaatkan SPSS versi 20. Sampel yang didapatkan dicapai dengan menerapkan metode simple random sampling yang telah ditentukan pada Bab III, dimana dalam menentukan sampel penelitian peneliti menetapkan satu kriteria yakni wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan baik itu pernah memanfaatkan jasa dari profesi konsultan pajak maupun tidak pernah memanfaatkan jasa dari profesi konsultan pajak selain petugas pajak dengan penarikan sampel menggunakan rumus Slovin. Atas dasar rumus Slovin dengan syarat margin of error 10% maka diperoleh minimal sampel pada penelitian ini yaitu 99,84 sehingga peneliti mengambil responden sebesar 100 responden dari total populasi 63.875 populasi wajib pajak orang pribadi non karyawan. Untuk perhitungan rumus Slovin sebagai berikut:



[bookmark: _Toc165482692]Karakteristik responden yang terakhir adalah berlandaskan pada penggunaan jasa konsultan pajak. Melalui penyebaran kuesioner didapat hasil responden berlandaskan penggunaan jasa konsultan pajak yang dapat diamati dalam tabel 4.5 yang dicantumkan:

Tabel 4.5 
Profil Responden Berdasarkan Penggunaan Jasa Konsultan Pajak
	Penggunaan Jasa Konsultan Pajak
	Jumlah Responden
	Persentase (%)

	Pernah 
	24
	24%

	Tidak Pernah
	76
	76%

	Jumlah
	100
	100%


Sumber: Data diolah penelti, 2024

Berlandaskan tabel 4.5, terlihat yakni wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan yang telah mengisi kuesioner dan pernah menggunakan jasa konsultan pajak berjumlah 24 responden atau senilai 24%, dan tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak berjumlah 76 responden atau senilai 76%. Dari tabel tersebut terdapat wajib pajak orang pribadi yang pernah dan tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak dikarenakan mempunyai masalah perpajakan yang beragam dan masalah perpajakan tersebut berkaitan dengan variabel independen peneliti yaitu pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan.
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Pengukuran analisis statistik deskriptif penting dilakukan dengan maksud menyampaikan dan mendapatkan penjelasan data yang utuh antara lain nilai terkecil (Min), nilai terbesar (Max), nilai rata-rata atau nilai tengah (Mean), dan standar deviasi di setiap variabelnya, yaitu pengetahuan perpajakan (X1), motivasi wajib pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), kualitas pelayanan perpajakan (X4), dan penggunaan jasa konsultan pajak (Y). Mengenai perolehan uji analisis statistik deskriptif dicantumkan pada tabel berikut ini:
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Hasil Analisis Statistik Deskriptif
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Penggunaan Jasa Konsultan Pajak
	100
	21
	50
	39,71
	4,833

	Pengetahuan Perpajakan
	100
	24
	50
	37,12
	4,682

	Motivasi Wajib Pajak
	100
	27
	50
	39,88
	5,578

	Sanksi Perpajakan
	100
	20
	50
	38,17
	6,313

	Kualitas Pelayanan Perpajakan
	100
	10
	50
	41,71
	6,086

	Valid N (listwise)
	100
	
	
	
	


Sumber: Data diolah penelti pada SPSS 20, 2024

Berlandaskan perolehan uji statistik deskriptif pada tabel 4.6, diperoleh gambaran distribusi data yang dirangkum oleh peneliti yaitu :
1. Variabel pengetahuan perpajakan (X1), pada statistik yang tertera dapat dipaparkan peneliti diketahui skor minimum bernilai 24 sedangkan skor maksimum bernilai 50 dan rata-rata bernilai 37,12. Standar deviasi statistik pengetahuan perpajakan adalah 4,682.
2. Variabel motivasi wajib pajak (X2), pada statistik yang tertera dapat dipaparkan peneliti diketahui skor minimum bernilai 27 sedangkan skor maksimum bernilai 50 dan rata-rata bernilai 39,88. Standar deviasi statistik motivasi wajib pajak adalah 5,578.
3. Variabel sanksi perpajakan (X3), pada statistik yang tertera dapat dipaparkan peneliti diketahui skor minimum bernilai 20 sedangkan skor maksimum bernilai 50 dan rata-rata bernilai 38,17. Standar deviasi statistik sanksi perpajakan adalah 6,313.
4. Variabel pengetahuan perpajakan (X4), pada statistik yang tertera dapat dipaparkan peneliti diketahui skor minimum sebesar 10 sedangkan skor maksimum bernilai 50 dan rata-rata bernilai 41,71. Standar deviasi statistik kualitas pelayanan perpajakan adalah 6,086.
5. Variabel penggunaan jasa konsultan pajak (Y), pada statistik yang tertera dapat dipaparkan peneliti diketahui skor minimum bernilai 21 sedangkan skor maksimum bernilai 50 dan rata-rata bernilai 39,71. Standar deviasi statistik penggunaan jasa konsultan pajak adalah 4,833.
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Pembahasan Penelitian
Penelitian ini digarap peneliti dengan maksud mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan (X1), motivasi wajib pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), dan kualitas pelayanan perpajakan (X4) terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Berlandaskan perolehan analisis yang telah dilakukan, maka hasil yang diperoleh dijelaskan di bawah ini:
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak
Dari perolehan perhitungan diatas didapatkan untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) sebelumnya dapat diamati yakni perolehan thitung memperlihatkan skor 0,764 dan untuk ttabel skornya yakni sebesar 1,985, karena hal tersebut thitung lebih rendah dari ttabel yakni 0,764 < 1,985 dengan tingkat signifikan 0,447 yaitu lebih tinggi dari 0,05, sehingga mampu menjelaskan yakni pengetahuan perpajakan (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan.
Hasil studi yang digarap peneliti ini sejalan dengan studi yang digarap oleh Angelita dan Darmawati (2022) yang menyampaikan hasil penelitian yakni pengetahuan perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketertarikan penggunaan jasa konsultan pajak. 
Berlainan dari studi yang digarap oleh Novalia et al., (2021) yang membuktikan hasil yakni pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Atas perolehan yang didapatkan digarap studi kembali oleh Novalia, dkk. (2022) yang menyampaikan hasil yakni pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak, dan studi yang digarap oleh Hartanti dan Nuryatno (2019) yang menyampaikan hasil yakni pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Namun perolehan yang ditemukan dibantah oleh peneliti dengan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini.

2. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak
Dari perolehan perhitungan diatas didapatkan untuk variabel motivasi wajib pajak (X2) terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) sebelumnya dapat diamati yakni perolehan thitung memperlihatkan skor 3,763 dan untuk ttabel skornya yakni sebesar 1,985, karena hal tersebut thitung lebih tinggi dari ttabel yakni 3,763 > 1,985 dengan tingkat signifikan 0,000 yaitu lebih rendah dari 0,05, sehingga mampu menjelaskan yakni motivasi wajib pajak (X2) secara parsial berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan.
Hasil studi yang digarap peneliti ini sejalan dengan studi yang digarap oleh Novalia, dkk. (2022) yang menyampaikan hasil penelitian yakni motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Perolehan tersebut sejalan dengan studi yang digarap oleh Hartanti dan Nuryatno (2019) yang menyampaikan hasil yakni pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak, dan studi yang digarap oleh Angelita dan Darmawati (2022) yang menyampaikan hasil penelitian yakni motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap ketertarikan penggunaan jasa konsultan pajak. 
Berlainan atas studi yang digarap oleh Abdullah dan Yudawirawan (2022) yang menyampaikan hasil yakni motivasi wajib pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Namun perolehan yang ditemukan dibantah oleh peneliti dengan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak
Dari perolehan perhitungan diatas didapatkan untuk variabel sanksi perpajakan (X3) terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) sebelumnya dapat diamati yakni perolehan thitung memperlihatkan skor -0,840 dan untuk ttabel skornya yakni sebesar 1,985, karena hal tersebut thitung lebih rendah dari ttabel yakni -0,840 < 1,985 dengan tingkat signifikan 0,403 yaitu lebih tinggi dari 0,05, sehingga mampu menjelaskan yakni sanksi perpajakan (X3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan.
Hasil studi yang digarap peneliti ini sejalan dengan studi yang digarap oleh Angelita dan Darmawati (2022) yang menyampaikan hasil penelitian yakni ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap keinginan menggunakan jasa konsultan pajak. Perolehan serupa ditemukan pada studi yang digarap oleh Novalia, dkk. (2022) yang menyampaikan hasil yakni sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. 
Berlainan atas studi yang digarap oleh Abdullah dan Yudawirawan (2022) yang menyampaikan hasil yakni sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Namun perolehan yang ditemukan dibantah oleh peneliti dengan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini.

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak
Dari perolehan perhitungan diatas didapatkan untuk variabel kualitas pelayanan perpajakan (X4) terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) sebelumnya dapat diamati yakni perolehan thitung memperlihatkan skor 3,177 dan untuk ttabel skornya yakni sebesar 1,985, karena hal tersebut thitung lebih tinggi dari ttabel yakni 3,177 > 1,985 dengan tingkat signifikan 0,002 yaitu lebih rendah dari 0,05, sehingga mampu menjelaskan yakni sanksi perpajakan (X3) secara parsial berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan.
Hasil studi yang digarap peneliti ini sejalan dengan studi yang digarap oleh Pahala et al., (2022) yang menyampaikan hasil penelitian yakni kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. 
Berlainan atas studi yang digarap oleh Angelita dan Darmawati (2022) yang menyampaikan hasil penelitian yakni motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap ketertarikan penggunaan jasa konsultan pajak. Perolehan tersebut sejalan dengan studi yang digarap oleh Hartanti dan Nuryatno (2019) yang menyampaikan hasil penelitian yakni kualitas pelayanan perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Namun perolehan yang ditemukan dibantah oleh peneliti dengan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini.
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Berlandaskan perolehan penelitian dan pembahasan dari interpretasi dan pengujian statistik yang telah dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak dengan studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan yang sudah dipaparkan di bab IV, maka kesimpulan pada penelitian yang dilakukan yakni:
1. Perolehan pengujian menunjukkan yakni pada variabel pengetahuan perpajakan (X1), secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Berlandaskan penelitian yang dilakukan, tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi non karyawan mampu membuat wajib pajak orang pribadi non karyawan dalam melaksanakan segala kewajiban perpajakannya dan wajib pajak orang pribadi non karyawan merasa lebih nyaman jika melakukannya sendiri tanpa adanya orang lain termasuk konsultan pajak. Wajib pajak orang pribadi non karyawan melaksanakan kewajibannya secara individual tanpa bantuan konsultan pajak karena segala setiap perpajakan yang dilakukan terdapat data pribadi wajib pajak dan tidak semua wajib pajak orang pribadi non karyawan ingin berbagi informasi pribadinya. 
2. Perolehan pengujian menunjukkan yakni pada variabel motivasi wajib pajak (X2), secara parsial berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Pada dasarnya wajib pajak orang pribadi non karyawan mendapat dorongan dari dalam diri atau dari luar untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Penggunaan jasa konsultan pajak oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan tersebut motivasinya didasarkan atas kepatuhan wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan dengan upaya menghindari segala denda dan bentuk hukuman yang akan dikenakan. 
3. Perolehan pengujian menunjukkan yakni pada variabel sanksi perpajakan (X3), secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Berlandaskan penelitian yang dilakukan, sanksi perpajakan yang tercantum di dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan membuat wajib pajak orang pribadi non karyawan patuh ketika menjalankan kewajibannya yang mempunyai arti semakin meningkatnya sanksi perpajakan akan membuat meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi non karyawan yang dikenakan sanksi perpajakan tidak akan menggunakan jasa konsultan pajak dikarenakan sanksi perpajakan yang sudah dikenakan tidak dapat dihindari hanya dengan menggunakan jasa konsultan pajak kecuali jika wajib pajak orang pribadi non karyawan menggunakan jasa konsultan pajak sebelum dikenakan sanksi perpajakan. Dari hal tersebut terlihat bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan. Dapat disimpulkan yakni penggunaan jasa konsultan pajak tidak didasarkan atas sanksi perpajakan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 
4. Perolehan pengujian menunjukkan yakni pada variabel kualitas pelayanan perpajakan (X4), secara parsial berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Pada dasarnya wajib pajak orang pribadi non karyawan mempunyai tolak ukur baik dan buruknya tingkat pelayanan yang ditawarkan dari pemerintah, petugas pajak dan konsultan pajak ketika membantu melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepuasan dan kepercayaan wajib pajak merupakan pengaruh utama yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi non karyawan dalam menggunakan jasa konsultan pajak. 
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Penelitian yang dijalankan mempunyai keterbatasan dalam pelaksanaannya sehingga berpengaruh terhadap perolehan secara keseluruhan. Beberapa keterbatasan yang ditemui pada penelitian yang dijalankan di antaranya:
1. Hanya wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar dan berada di KPP Pratama Depok Sawangan yang dijadikan subjek penelitian dalam penelitian yang dijalankan dengan jumlah populasi 100 responden dimana cakupannya masih terlalu sempit sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan kepada wajib pajak di Kota Depok secara luas.
2. Penelitian yang dilakukan peneliti hanya menggunakan empat variabel independen serupa dengan para peneliti terdahulu yaitu pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan yang berpengaruh terhadap satu variabel dependen yaitu penggunaan jasa konsultan pajak. Dimana model regresi yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 48% variabel independen atas variabel dependen, sehingga masih terdapat faktor lain sebesar 52% yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.
3. Penggunaan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini masih terdapat kemungkinan munculnya perbedaan persepsi antara responden dan peneliti terhadap pernyataan-pernyatan yang diberikan, kemungkinan tidak sungguh-sungguh memberikan jawaban pada saat pengisian kuesioner oleh responden, dan adanya jawaban yang tidak sesuai dari responden ketika ditemukannya pernyataan yang bersifat sensitif.
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Pada akhir penelitian ini, peneliti memaklumi yaitu penelitian ini masih mempunyai keterbatasan dan kekurangan. Berdasarkan interpretasi yang telah dijabarkan di bab IV dan kesimpulan yang disampaikan peneliti, disertakan saran yang disampaikan atas keterbatasan dan kekurangan saat penelitian antara lain:
1. Kepada peneliti berikutnya, dapat memperdalam kembali dengan menggunakan variabel lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak.
2. Atas penelitian berikutnya diharapkan mampu menambah jumlah responden dan memperluas lingkup cakupan atau subjek penelitian seperti wajib pajak orang pribadi karyawan, wajib pajak badan, UMKM, dan lain-lain serta tempat penelitian guna menghasilkan hasil penelitian yang lebih relevan lagi.
3. Kepada pemerintah terutama untuk Direktorat Jenderal Pajak dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi profesi konsultan pajak khususnya penjelasan peran serta manfaat dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Keberadaan jasa konsultan pajak dapat menjadi langkah yang efektif bagi siapapun wajib pajak yang ingin meningkatkan kepatuhan pajak dan memanfaatkan manfaat perpajakan secara optimal.
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